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TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

=

KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

bahwa dalam rangks mendukung pelaksanaan penyederhanaan
birokrasi vang optimal di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kendal schingga dapat mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kincrja
pemerintahan dan pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudulkan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungs) serta Tata
Kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor |
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atss Peraturan Bupat
Kendal Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian
dan Pangan Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi
sckarang, sehingga perlu dicabut dan diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
huruf g, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djaws
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Timngkat 1l Batang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinst Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2737);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5494);

Undang-Undang Nemor 23 Tohun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
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244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kera
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 637 3);

Peraturan Pemerintah Nomeor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15
dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah /Barat dan Daerah [stimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang periuasan
Kotamadya Daerah Tingkat I Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
5887) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintzah
MNomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ©6037) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomer 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Eeformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhasn Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomer & Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran dacrah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan
Lembaran Daergh Kabupaten Kendal Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor
8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 159) sebagaimana telah dinbah beberapa kali terahir
dengan Peraturan Daersh Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2159}
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Menetapkan

MEMUTUSKAN !

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KENDAL,

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan |

1,
2.
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h

Daerah adalah Kebupaten Kendal,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,
Bupati adalah Bupati Kendal.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Kendal.
Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Pertaian dan Pangan Kabupaten Kendal,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kaebupaten Kendal.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnys disebut ASN adalah
profesi bagi pegawal negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perianjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawei Megeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah
Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat
aleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam satu
jabatan necgeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentil.

10, Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam

11.

jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompol sesuai
dengan keahliannya.

Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk
membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/
Sekretaris/Koordinator dalam MEnyusun perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, scria
pelaporan kegiatan pada unit kerjanya scsuai lingkup tugas dan
[ungsinya dan ditunjuk cleh Kepala Perangkat Daerah,

Pelaksana Senior adalah PNS yang memiliki senioritas dari aspek
kepangkatan dan mempunyai kompetensi untuk ditunjuk oleh
Kepala Perangkat Daerah untuk diberikan tugas membantu
Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian/Koordinator pada unit
kerjanya dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan  evaluasi, seria  pelaporan
kegiatan lingkup tugas dan fungsinya,



BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas metrupakan unsur pelaksana LrUSEn
pemerintahan di bidang pertanian dan pangan yang menjadi
kewenangan Daerah,

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melaln Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

‘Tugas
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pernerintahan  bidang pertanian dan pangan Yang menjadi
kewenangan dan tugas pcmbantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pazal 3,
Dinas mempunyai fungsi:

a, perumusan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pertanian dan pangan;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendatian  kebijakan di
bidang pertanian dan pangan;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pertamian dan
pangan;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pertanian dan pangan;

f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian dan
pangan; dan

g. pelaksanaan fungs: lain yang diberikan oleh Bupati <
bidang pertanian dan pangan.

BAB il
SUSUNAN ORGANLSAS]
Pasal b
(1} Susunan Organisasi Dinas terdin dari;
g, Kepala Dinas;
b. Sekretanat,

¢. Bidang Ketahanan Pangan,

d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; A



e. Bidang Perkebunan;

{. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
g. Bidang Sarana dan Prasarana;

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2] Bagian Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

BAB IV
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Fagal 6

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:

a, merumuskan dan menetaplkan rencana dan program kegiatan
Dinas berdasarkan peraturan perundang- undangan dan
hagil evaluasi kepiatan tahun sebelumnya sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait bhaik wvertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas,

d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang
pertanian dan  pangan di  Dacrah  sesual peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

e, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dibidang
pertanian dan pangan sebagai bahan perumusan kebijakan
telknizs serta pedoman pelaksanaan tugas,

f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan di bidang pertanian dan pangan sesuaj peraturan
perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang
telah ditetapikan;

g. menyelenggarakan pelayanan prima, [asilitasi, dan inovasi
di bidang pertanian dan pangan sesuai dengan  ketentuan
perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;

h. melaksanakan Lkonsultasi dan koordinasi dengan instansi
teknis berkaitan dengan bidang tanaman pangan, hortikultura,
peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;

i. melaksanakan bimbingan terhadap penerapan standar muty
pupuk dan pestisida sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
dan melakukan penpawasan terhadap pengadaan, peredaran
dan pengpunaan pupuk di wilayah Daerah guna menjamin
ketersediaan pupuk dan pestisida dalam rangka dan mendukung
peningkatan usaha tanaman pangan, hortikultura, peternakan,
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dan perkebunan;

melaksanakan pengkajian reknologi bidang  tanaman
pangan,hortikultura, peternakan, dan  perkebunan dalam
rangka memperoleh jenis-jenis unggul yang siap bersaing dan
melindungi atau mempertahankan plasma nutfah/jenis unggul
lokal;

membina dan mengendalikan kegiatan optimalisasi, pengelolaan,
pemanfaatan, rehabilitasi, konservasi, dan penatausahaan lahan
dan hasil, beserta pengolahan dan pemasaran hasil lanaman
pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;

melaksanakan bimbingan dan pengawasan sarana
prasarana dalam hal penggunaan alat dan  mesin
pertanian, peternakan, dan perkebunan agar sesuai standar muty
dan kebutuhan lokal dengan melakukan identilikasi dan
inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian;

. merumuskan kebijakan penggunaan benih agar sesuai dengan

standar mutu benih melalui pengembangan sistem informasi
perbenihan dan pengujian serta penvebarluasan benih
varietas unggul;

melaksanakan bimbingan kepada masyarakat petani tentang
teknolog pertantan, lembaga keuangan agrnbisnis guna
lebih memberdayakan lembaga tersebut dan membantu
meningkatkan usaha tani  tanaman pangan, hortikuitura,
peternakan, dan perkebunan di Daerah;

melaksanakan fasilitasi dan pEmantauarn serta
pengawasan  izn usaha bidang tanaman pangan,
hortikultura, peternakan, dan perkebunan di Dacrah dalam
rangka mencegah terjadinya penyimpangan- penyimpangan;
melaksanakan pengendalian prganisme pengganggu
tanamanpangan, hortikultura, perkebunan dan hama/penyakit
ternak, dengan penerapan teknologi terpadu yang berorientas
pada kualitas hasil serta kelestarian daya dukung lingkungan;

melaksanakan bimbingan pencrapan pedoman tcknis pola
tanam dan pola sebar benih, pénanganan panen, pASCA pancn
dan pengolaban hasil tanaman pangan, hortikultura,
peternakan, dan perkebunan dengan penerapan teknologi
dan standar unit pengolahan, alat transportasi, serta unit

penyimpanan dalam rangka meningkatkan mutu
hax=il tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan
perkebunan;

menyusun  kebijakan  ketahanan pangan dan  program
penyuluhan vang sejalan dengan kebijakan dan
programa penyuluhan provinsi dan nasional;

mengrordinasikan  pelaksanaan  tugas  pembantuan  dan
dekonsentrasi  vang diberikan Pemerintah  Provinsi  dan
Pemerintah Pusat;

mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenpgaraan
pertemnuan Dewan Ketahanan Pangan tingkat Daerah, provinsi,
maupun nasicnal;

. mengarahkan pelaksanaan pembinean dan pengembangan kerja

sama, metode penyuluhan, penyebaran materi penyuluhan,
kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan sarana
dan prasarana, teknologi dan informasi, dan pembiayaan
penyuluban;
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mengevaluasi  pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupatd baik lisan
maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi

mengevaluasi dan  menilai  prestasi  kerja bawahan
berdasarkan sasaran Kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai
ketentuan dalam rtangka peningkatan karir, pemberian
penghargaan dan sanksi;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertubs berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat Dinas  dipimpin oleh Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Sekretariat Dinas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas

dalam perumusan kebijakan tcknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian,pengelolaan demn
fasilitasi kegiatan di bidang pPErEnCcanaart, evaluasi,

pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.

Untuk melaksenakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal
(2}, Sekretariat mempunyai fungsi

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesckretanatan,
h. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
kesekretariatan;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
dan

[, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Dinas mempunyai rincian
ftugas :

A, IMenyusun TETICANA dan Prograrm kegiatlan
Sekretariat  berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan fugas;

b. menjabarkan perintah  pimpinan = melahy pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; (



c, membagi tupas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta  memberikan arahan  batk secara
lisan maupun tertuli=s pguna kelanecaran pelaksansan
ugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instans
terkait baik vertikal rmaupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, sertadalam  rangka
sinkronisasi  dan  barmonisasi pelaksanaan tugas;

e, menelaah dan menghkaji peraturan perundang-
undangan sesual lingkup tugasnya scbagal bahan  atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah
dinas wang berkaitan dengan  Kegiatan perencanaarn,
evaluasi, pelaporan, sistern informasi, keuangan, adminstras:
umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas;

g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana kegatan
dan Anggaran (REA, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai
ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan,

—

. mengoordinasikan dan  menyiapkan konsep  Rencana
Pemmbangunan Jangka Menengah Daersh (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen
perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. mengoordinasikan dan  menyiapkan  konsep  Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan
Kinerja [nstansi Pemerintah (LEjIP), Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah {SPIP), Pengendalian Operasional
Kegiatan (POK] dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlalou;

j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan
keternituan vang berlaku  agar dipercleh efektivitas dan
efisiensi pclaksanaan kegiatan;

k. menyelenggarakan pelayanan administras umuim,
kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan,
protokeler, perpustalaan, kearsipan, dokumentasi,

perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kcbersihan
dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan asct tidak tetap,
serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan
tamu Dinas;

1. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang
dan jasa di lingkungan Dinas sesual dengan peraturan

perundang-undangan;

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP), analisisjabatan, analisiz
beban  kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey
kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta  pengusulan
formasi kebutuhan pegawai Dinas;

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
[ungsi-fungsi. manajemen administrasi perkantoran agar
terwujud pelayanan prima;

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
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kegiatan Seckretariat  dengan  cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

p. mengevaluasi  dan  menilai prestasi  kerja  bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilal kerja sesuai
ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian
penghargaan dan sanksi;

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
sehagai bahan cevaluasi dan  pengambilan kebijakan
berikutnya;

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindan
penyimpangan; dan

I

melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan Scsulst
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 8
(1) Susunan Organisasi Sekrctanat sebagaimana dimaksud pasal 5

ayat (1) huruf b, terdiri atas 1 sub bagian dan kelompok jabatan
fungsional yang terbagi atas dua sub koordinatar;
(2} Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah sub
bagian Umum dan Kepegawaman,
(3] Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdir
atas:
4 Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
b. Sub Koordinator Keuangan,
(4] Sub bagian sebagalmana dimaksud pada aval [2), bertanggung
jawab kepada Sekretaris.
{5) Sub koordinator schagaimana dimaksud pada ayat (3),
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalu Sekretans.
(6) Sub keordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2] mempunyal
tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1l yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala
Sub bagian yang berkedudukan di bawah ¢an bertanggung jawab
kepada Sekretaris,

(2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada avat (1},

mempunyal Lugas melaksanakan sebagian tugas
Sckretaris  dalam penyiaparn bahan pPerumusan
kehijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian,
pengelolaan  dan pemberian bimbingan di bidang
administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan,
perpustakaan, kearsipan, dolkumentasi, perlengkapan,
pengelolaan barang, kepcgawaian, lasilitasi kegiatan analisis

jabatan dan budaya kerja.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayal
(2), Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyal

&



rincian tugas :

s

i

menyusun rencana dan program kegiatan Sub bagian Umum
dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tabun scbelumnya
sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

menjaebarkan  perintah  pimpinan  melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan Bgar
pelaksanaan tugas berjalan efelotif dan efisien;

membagi tugas bawahan scsuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan  arashan paik sccara
lisan maupun tertulis  guna  kelancaran pelaksanaan
tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupLn horizontal untuk
mendapatkan  informasi, masukan, serta dalam ranghks
sinkronisasi dan  harmonisasi pelaksanaan tugas;

meneclaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnys
guna mendukung  kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g.melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat,

perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan,
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serts
pengelolaan asct tetap dan aset tidak tetap;

memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban
kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kcpuasan
masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi
kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan;

merencanakan, MEMpProses dan melaporkan
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas scria
mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak tetap, aset
tidak berwujud dan barang persediaan sesual dengan
peraturan perundang- undangan;

melaksanakan  koordinasi dengan  umit  kerja  yang
melaksanakan fungsi layanan pengsdaan dan Layanan
Pengadaan Seccara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka
pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan
pelaporan asct semesteran dan  tahunan  untuk tertib
agdministrasi serta melakukan PENEAWASATL,
pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap
agar dapat digunakan optimal;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang
kepegawaian  secara rutin dan berkala serta
memelihara file/dokumen  kepegawaian  seluruh pegawal
Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat,

mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan
kartu  suamifisteri, tabungan asuransi pensiun  (taspen),

&
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pengiriman  peserta pendidikan dan pelatihan
(diklat]/bimbingan telcnis (bimtek), dan urusan kepegawaian
lainnya;

n. melaksanakan urusan rumah tangea scrta

menylapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam
kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu
Dinas;

0. mengoordinasikan kegiatan PENEAMANAN kantor,
kebersihan, dan pertamanan agar tercipta
linglkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;

p. mengoordinasikan  bahan  sosialisasi  program perfanian
dan pangan dalam rangka partisipasi pameran/promaosi
pertanian;

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (S0P kegigtan Sub bagian Umum dan
Kepegawaian;

r. melakaanekan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut

s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawehan berdasarkan
gagaran Kerja pegawai dan perilaku kerja sesual ketentuan
dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan
ganksi:

t, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagal wgjud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan;

U, menyampaikan garan dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
kegiatan  berjalan  lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

v. meleksanakan tugas kedinasan lain darn pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketahanan Pangan
Pasal 10

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin olch Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan
sehagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
ketahanan pangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2], Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan,

b, pengoordinasian dan pelaksanaan  kegiatan  di budang
ketahanan pangan; £
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pembinaan, perigawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang
ketahanan pangan;

pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang
ketahanan pangan,

pelaksanaan evaluesi dan pelaporan kegiatan di bidang
ketahanan pangan; dan

pelaksanaan [ungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas di bidang ketahanan pangan.

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada avat (2] dan ayat (3], Kepala Bidang Ketahanan Pangan
mempunyal rincian tugas:

EL.

1.

k.

menyusun  rencana dan  program  kegiatan  bidang
ketahanan pangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

menjabarkan  perintah  pimpinan melalui  pengkajan
permasalahan dan peraturan  perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektifl dan cfisicn;

membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan  baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas,

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkeait baik vertikal AP horizontal untuk
mendapatkan  informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan rmengkaji peraturan perundang
undangan sesual lingkup tugasnya sebagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

menviapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah
dinas yang  berkaitan dengan  kegiatan ketahanan
pangan;

menviapkan pelaksanaan koordinasi di  bidang ketahanan
pangan melalui forum Dewan Ketahanan FPangan;

menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang ketahanan pangan,

mengoordinasikan dalam bidang ketersediaan pangan dan
penanganan daerah rawan pangan;

mengoordinasikan  penyediaan  dan  penyaluran pangan
pokek atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan
dan harga pangan,

mengoordinasikan pengelolaan cadangan  pangan pemerintah

kabupaten dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah (CPPD);

menyiapkan rumusan kebijakan harga minimum pangan
lokal yang tidak ditctapkan oleh Pemerintah Pusat dan
Provinsi;

m. menyiapkan penyediaan data informasi pasokan dan harga

pangan serta pengembangan jaringan pasar,

n, menyviapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukas

penganekaragaman konsumsi pangan; &
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o. melaksanakan  koordinasi  lintas  scktor di bidang
penganckaragaman  konsumsi  dan  keamanan pangan;

p. melaksanakan  pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan Bidang Ketahanan Pangan dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

q. mengevaluasi dan menilai prestasi  kerja  bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja scsuai
ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian
penghargaan dan sanksi;

r. menyusun laparan pelaksanaan keglatan kepada
pimpinan sebagal wijud alkuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

s, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian

agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai
denpan tupgas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Bidang Ketahanan Pangan schagaimana
dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf ¢, terdiri atas kelompok jabatan
fungsional yang terbagi atas tiga sub koordinator;

(2] Sub keordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1], terdiri
atas :

a. 2ub Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan:

b. Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan;

¢, Sub Koordinator Penganckaragaman Konsumsi dan
Keamanan Pangan.

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang
Ketahanan Pangan.

(4] Sub koordinater sebagaimana dimaksud pada ayar (2
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran [
yang merupakan bagian tidak terpizahkan dan Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keempatl
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 12

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin olch
Kepala Bidang vang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Tanaman  Pangan  dan Hartikultura
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyal tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam
perumusan  kebijakan Leknis, pengoordinasian,

&
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pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi,
evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman pangan dan
hortikultura.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(4)

(2], Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai
[ungsi:

a, perumusan kehijakan teknis di bidang tanaman pangan
dan hortikultura;

b, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan  di bidang
tanaman pangan dan hortikuliura;

¢, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang
tanaman pangan dan hortilkultura;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang tanaman
pangan dan hortikultura;

e. pelaksanaan ecvaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
tanaman pangan dan hortikultura; dan

[. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas di bidang tanaman pangan dan hortikultura,

Untuk melaksanakan tupas dan [ungsi scbagaimana dimaksud
pada avat (2) dan ayat (3], Kepala Bidang Tanaman Pangan
dan Hortikultura mempunysa rincian ugas :

a menyusun rencana dan program keglatan Bidang Tanaman
Pangan dan Hortikultura berdasarkan peraturan perundarng-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah  pimpinan  melalui | pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan  balk secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelakeanaan tugas;

e. meneclaah dan menghkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

f. menyiapkan konsep kebijaksn Kepala Dinas dan naskah
dinas vang berkaitan dengan kegiatan tanaman pangan
dan hortikultura;

o melakzanaksn adopsi dan pemanlaatan tekneolog
pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;

h, melaksanakan pembinaan dan upaya peningkatan produks:
tanaman pangan dan hortikultura;

i. melaksanakan bimbingan penanganan pangn, pasca panen,
dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan
hortikultura dengan penerapan teknologi dan standar
unit pengolahan, serta wunit penyimpanan dalam  rangka
peningkatan mutu hasil;

&
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j. melaksanakan pemantauan dan pembinaan kegiatan
pengembangan  tanaman pangan, hortikulturs,
perlindungan tanaman, usaha, alat dan mesin;

k. melaksanakan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan
legiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hertikultura dengan
cara mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesua
ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian
penghargaan dan sanksi;

m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
schagai wijud akuntabilitas dan transparans
pelalisanaan kegiatan;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
bail lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
kegiatan berjalan  lancar sgerta untuk menghindari
penyimpangan; dan

o, melaksanakan tugas kedinasan lain darl pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) hurufl d, terdiri atas
kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub
koordinator;

{2) Sub koordinator, schagaimana dimaksud pada. ayat (1), terdiri
atas !

. Sub Koordinator Tanaman Pangan;

b. Sub Koordinator Heltikultura;

c.  Sub Koordinator Perlindungan, Usaha, Alat dan Mesin
Tanaman Pangan dan Holtikultura.

i3} 8ub koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (J),
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang
Tanaman Pangan dan Holtikultura.

(4] Sub  koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ll
yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Bupat
ini,

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan
Pasal 14

|1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

|2) Kepala Bidang Perkebunan scbagaimana dimaksud paca
avat (1], sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai IUgas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas  dalam
perumusan kebijakan telenis, pengoardinasian, pembinaan,

a
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pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi,
dan pelaporan kegiatan di bidang perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2], Bidang Perkebunan mempunyal fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;

b, pengoordinasian dan pelsksanaan  kegiatan di bidang
perkebunan;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang
perkebunan;

d, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di hidang
perkebunan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepiatan di bidang
perkebunan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas di bidang perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3], Kepala Bidang Perkebunan
mempunyai rincian tugas:

a, menyusuti Tencana dan  program kegiatan  Bidang
Perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil cvaluasi kegiatan tahun sebclumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan  perintah  pimpinan melalui = pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisien;

¢. membagi tugas bawashan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertuliss guna kelancaran pelaksanazn
rugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertilal MmAatipun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, sertadalam rangka
sinkronisasl dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. meneclaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya scbagal bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

[ menyiapkan konsep lkebijakan Kepala Dinas dan naskah
dinas yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan,

g. menyusun Kkebijakan produksi, usaha, pengolahan hasil,
pettasaran, perlindungan, alat dan mesin bidang
perkebunan,

h. melaksanskan pengendalian dan penanggulangan hama
penvakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak
perubahan iklim di bidang perkebunan;

i, melaksanakan penanggulangan  gangguan  usaba, dan
pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;

j. melaksanakan bimbingan pascapancn, pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang perkebunan;

k. menyiapkan konsep pemberian izin usaha /rekomendasi teknis
&
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di bidang perkebunan;

l. menyusun kebijakan mengensai pemanfaatan  dan
konservasi lahan marjinal di bidang perkebunan;

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Bidang Perkebunan dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

ri. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan
dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan
sanksi;

0. Mmenyusun laparan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan - sebagai wijud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

p. menyampaikan saran dan pertimbanpan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyvimpangan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesua
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Bidang Perkebunan scbagaimana dimaksud
pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan funggional
yvang terbagi atas tiga sub koordinator;

{2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas :

a. Sub Koordinator Produks: Perkebunan;

b. Sub Koordinator Usaha, Pengolahan Hasil dan Pemasaran,

c. Sub Koordinator Perlindungan, Alat dan Mesin
Perkebunan,

(2] Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3],
hertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang
Perkebunan.

(4) Sub  koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
mempunyal tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran [
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
1111,

Bagian Keecnam
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pagsal 16

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala
Bidang vang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Peternakan Keschatan Hewan
sechbagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyal ugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam
perumusan  kebijakan teknis, penpoordinasian,

&
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pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi,
evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peternakan dan
kesechatan hewan,

(3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

{4

(2}, Bidang Peiernakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

a, perumusan kebijakan tcknis di bidang peternakan dan
keschatan hewan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan peternakan dan
kesehatan hewan;

¢, pembinaan, pengawasan, dan  pengendalian  kegiatan
peternakan dan keschatan hewan;

d, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan peternakan dan
kesehatan hewan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
peternakan dan kesehatan hewan; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh Kepala Dinas di

bidang peternalcan dan kesehatan hewan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan mempunyai rincian tugas:

a. menyusun  rencana dan  program  kegiatan  Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluas) kegatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

b. menjabarkan perintgh pimpinan  melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

¢, membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan  baik sccara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronizasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas,

e, menelaah dan menglkaji peraturan perundang-
undangan sesual lingkup tugasnya sebagal bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

[. menviapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah
dinas yang berkaitan dengan kegiatan peternakan dan
leesehatan hewan;

g. melakukan pengelolaan sumber daya genetik hewan;

h. melakukan perencanaan kebutuhan dan penyediaan
benih/bibit ternak, pakan termak, dan benih/bibit hijauan
pakan ternak;

L. melakukan pemberian bimbingan penerapan
pemingkatan produksi ternak;

1. melakukan pengendalian penyakit hewan dan
kesehatan measyaralkat veteriner;

k. melakukan pengawasan peredaran dan pengunaan serta

&
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sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak,
dan obat hewan;

[. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan,
dan produk hewan;

m. melakukan  pelaksanaan  sertifikasi  persyaratan teknis
kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan
hewan,

n, melakukan pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan,
kesehatan hewan dan  kesehatan masvarakat veteriner;

o, melakukan pemberian bimbingan pascapanen,
pengolahan dan pPEemAasaran hasil cli bidang
peternakan;

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjur;

q. mengevaluasi dan  menilai prestasi  kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja sesuai
ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian
penghargaan dan sanksi;

r. mMenyusiun laporan pelaksanaan kegiatan kKepada
pimpinan  sebaga wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian

agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kenanya,

Pazal 17

(1) Busunan Organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) hurul {, terdiri atas
kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub
koordinator;

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lerdic
atas :

a. Sub Koordinator Produksi Peternakan;

b, Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masvarakat Veteriner;

. Sub Koordinator Usaha, Alat dan Mesin Peternakan.

(3} Sub koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (2],
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang
Peternakan dan Keschatan Hewan.

4] Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11
vang merupakan bagian tidak terpisahkan cari Peraturan Bupati
ini.
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Bagian Ketujuh
Bidang Sarana dan Prasarana
Pasal 18

|1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimalksud

pada ayat (1}, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian,  pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaparan
kegiatan di bidang sarana dan prasarana.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

{4]

(2], Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungst.

a. perumusan kehijakan teknis di bidang sarana dan
DrEsSATansa;

b. pengoordinasian dan pelaksansan kegiatan sarana dan
prasarana;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan sarana

dan prasarana;

d. pengelolaan dan fasilitas kegiatan SErana dan
prasarana;

e. pelaksanman evaluasi dan pelaporan kegiatan sarana dan

prasarana; dan

[, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas di bidang sarana dan prasarana,

Untuk melaksanakan tugas dan [ungsi scbagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3], Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana mempunyai rincian tugas:

A. menvusun rencana dan  program kegiatan Bidang Sarana
dan Prasarana berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui  pengkajian
permasalahan  dan  peraturan  perundang-undangan  agar
pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisien;

¢. membagi tugas bawahan sesuai dengan Jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan  baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
ugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e, menelaah dan menghkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan konsep kebjjakan Kepala Dinas dan naskah
dinas yang berkaitan dongan  kegintan sarana dan
prasarana;

&
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melakukan penvediaan dukungan inlrastruktur
pertaniary;

melakukan pengembangan potensi dan pengelolzan lahan dan
Lahan pertanian,

melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk,
pestisida;

melakukan pemberian bimbingan pembiayaan
pertanian;

melakukan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
melaksanakan pemantauan dan pvaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana dengan
cara mengukur pencapaian program kerja yang relah

disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjul;

mengevaluasi  dan  menilai  prestasi  kerja  bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai
ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian
penghargaan dan sanksi;

menyvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan,

menvampaikan SETAL dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajan
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindar
penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan scsua
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.,

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimans

(2)

[

dimaksud pasal 5 ayat (1} huruf g, terdiri atas kelompuok jabatan
fungsional yang terbagi atas tiga sub koordinator;

Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1], terdin
atas

= Sub Koordinator Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan;

b. Sub Koordinator Lahamn;

. Sub Koordinator lrigasi.

Suly  koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (2),
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana,

(4} Sub  koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran ]
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini,
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BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Urmum
Pasal 20

(1] Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyal fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai
peraturan perundang-undangan.

(2] Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas,
Kepala Bidang dan Sekretaris yvang memiliki keterkaitan dengan
pelakeanaan fungsi dan tugas Jabatan Fungsional.

(3] Kelompok Jabatan Fungsional terdin dari sejumlah Pejabat
Fungsional jenjang keterampilan dan jenjang keahlian,
(4) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis
jabaten dan analisis beban kerja.

(5) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional
schagaimana dimaksud pada ayat (1] sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6] Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada aval (1] dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional
Pasal 21

(1] Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu,

(2) Selain melaksanakan fungsi dan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pejabat Fungsional dapat diberikan tupas
tambahan sebagai Sub Koordinater yang dalam menjalankan
fungsi dan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim lerja.

Pasal 22

(1) Pejabal Fungsional melaksanakan fungsi dan tugasnya sccara
individu dan/atau berkclompok.

(2] Pelaksanaan fungsi dan tugas secara berkelompok sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dengan membentuk Tim Kerja,

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat berasal
dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagal latar belakang
kompetensi vang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau dari
luar Perangkat Daerah.

(4) Ketua Tim Kerja scbagaimana dimaksud pada ayat {3 berasal
dari unit organisasi pemilik kinerja.

&
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{3) Pembentukan Tim Kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (2

(1)
(€]

(1)

(2

(=]

(4}

(5)

(6]

{7

k5

(S}

(1}

ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 23

Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanasn fungsi dan
tugasnya secara langsung kepada pimpinan urnit organisasi.
Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta
laporan kepada pejabat fungsional dan/atau Ketua Tim di
lingkungan unit kerjanya.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 24

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Dalarm melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan
kelompok jabatan fungsional wajib mencrapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun anter satuan organisasi di linglungan
pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah dacrah
sesuat dengan tugas masing-masing,

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing.

Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat [3) terjadi penyimpangan, pimpinan unit
organisasi mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesual
dengan peraturan perundang-undangan,

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin
dan  mengoordinasikan  bawshan  masing-masing  dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing
serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya,

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta  untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam  menvampaikan laporan kepada pimpinan, wajib
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap pimpinan
unit organisasi bescrta bawahannya wajib mengadakan rapat
berkala.

Pasal 22

Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Keordinator untuk
pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan,

&
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(2) Sub Koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah
tugas tambahan vang diberikan kepada pejabat fungsional yvang
ditunjuk.

{3) Tugas Sub FKoordinator adalah membantu Sckretaris dan
Kepala Bidang dalam menyusun perencanan, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan
fungsinya.

(4) Pada pejabat pengawas yang tidak disctarakan, maka sekaligus
melaksanakan ftugas sebagai Sub Koordinator pada  unit
kerjanya masing-masing.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan scrta susunan kepegawalan
diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pagal 27

Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan
diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesual dengan
peraturan perundang-undangarn.

Pasal 28

(1} Dinas wajib menyusun kcbutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja.

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan untuk
jungka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

(1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang ditunjuk sub
Koordinator yang berasal dari Pejabat Fungsional.

(2] Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk
oleh Kcpala Dinas dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional
sesual dengan kompetensi yang bersanglkutan.

(3) Penunjukan Sub Koordinator zebagaimana dimaksud pada ayat
11) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
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Pasal 30

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koordinater, Kepala Dinas
menunjuk Sub Koordinator yang diutamakan berasal dar
Pejabat Fungsional di lingkungan kerjanya.

{2] Dalam hal di lingkungan kerja Dinas tidak terdapat pejabat
fungsional, maka Kepala Dinas menunjuk Pelaksana Senior
sebagai  Sub  Koordinator berdasarkan kompetensi yang
dibutuhkan,

{3) Dalam hal Kepala Dinas akan menunjuk Sub Koordinator yang
berasal dari luar lingkungan kerjanya, maka Kepala Dinas
mengusulkan kepada Sekretaris Daerah melahy peranghkat
daerah yang menangani kepegawaian.

(4} Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimmaksud pada ayat
{3} dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris
Daerah,

Pasal 31

Pernunjukan Sub Keordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 dan Pasal 24 disamping memperhatikan kesesuaian bidang
tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan persyaratan
administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhian jabatan, kinerja,
pengalaman penugasan, integritas dan moralitas seria persyaratan
obyektif lainnya.

Fasal 32

Pemberhentian Sub  Koordinator dapat dilakukan oleh Kepala
Dinas,

Pasal 33

(1] Sub Koordinator mempunyai tugas membantu Sekretaris dan
Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
lingkup tugas dan fungs: unit kerjanya masing-masing.

2] Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud avat (1]
Sub  Keordinator mempunyai tugas mengoordinasikan
pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang
tugas dan fungsinya,

(3] Sub Koordinator dapat diberi tugas melakukan penilaian kinerja
terhadap pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional sesual bidang
tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTDY
herdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dacrah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan

hertangeung jawab kepada Kepala Dinas. £
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(4) Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjp  UPTD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB Ix
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pejabal
Pengawas yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Kendal
Momor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor
1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, berlaku kctentuan
sebagal berilsut :

a. terhadap Pejabat Pengawas yang tidak dilakukan penyetaraan
jabatan ke dalam jabatan fungsional dalam rangka
penyederhanaan struktur organisasi, melaksanakan tugas
dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati ini;

b, terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan penyctaraan
ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan yang
bersangkutan ke dalam Pejabat Fungsional;

{2) Pada saat Peraturan Bupatl ini mulsi berlaku, maka Pelakzana
di bawah Pcjabat Pengawas yang tidak dilakukan penyetaraan
ke dalam jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan
struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini, ictap
melaksanakan tugasnya di bawah Pejabat Pcngawas vang
bersanghkutan.

(3} Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pelaksana
di bawah Pejabat Pengawas yang akan dilakukan penyetaraan
ke dalam jabatan fungsional dalam rangka penyederhanasn
struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati i
melaksanakan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut
a. Pelaksana tetap melaksanakan tugasnya di bawah Pejabat

Pengawas sampai dilakukan penyederhanaan struktur
organisasi berdasarkan Peraturan Bupati inj;

b, Dalam hal telah dilakukan penyederhanaan struktur
organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf &, maka
Pelaksana melaksanakan tugas dibawah koordinasi Sub
Koordinator.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Bupati Kendal
Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orgamsasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 63 Seri D No. 15) sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor |
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bt
Kendal Momor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 3usunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, scrta Tata Keria pada Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal (Berita Dacrah Kabupaten
kendal Tahun 2021 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak
berlalu.,

Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sstiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempalannya dalam Berita Dacrah
Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO
Diundangkan di Kendal
pada tangpal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd
MOH TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
RGpata. Bagian Hukum

7 :‘; aTk. 1
Q75 199003 1 006
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LAMPIRAN 1T

PERATURAN BUPAT! KENDAL
NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA DINAGS
PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KENDAL

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KENDAL

Sekretariat
a.1b Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyal tugas @

A menyusun rencana dan  program  kegiatan pada Sub Koordinator
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sehelumnya sebagal
pedoman pelaksanaan tugss;

b, menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan cleltil
dan efisien;

¢ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masuksan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi pelaksanaan
fugas:

e. menelash dan  mengkaji peraturan  perundang- undangan sesUai
lingkup tugasnya scbagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan

kematan;
f. menyiapkan bahan PENyUSUnE&N petunjuk teknis, petunjuk
nelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup  tugasnya U

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program
kegiatan dari masing-masing Sub Koordinator dan Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) sesuai dengan ketentuan Yang berlaku guna
menghindari kesalahan;

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan
Anpggaran (REA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  serta
perubahan anggaran  sesual  ketentuan dan plafon anggaran yang
ditetapkan,

i, menyiapkan bahan dan menyusun konscp Rencana Fembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPIMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana kerja
(Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU], Perjanjian Kinerja (PR dan jemis
dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j.  mMenyuasun konsecp Standar Operasional Progedur (S0P) Sub

Kanrdinator Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan scrta menghimpun dan
mendokumentasi S0P vang disusun cleh maging-masing Sub Koordinatar
dan UPTLY;

k., menghimpun dan menelii laporan perkembangan tingkat realisasi

&
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pelaksanaan kegiatan dari masing- masing Sub Koordinator dan UPTD
sebaga bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan

(POK],
|, menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan HKeterangan
Pertanggungiawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah  (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ([EEPD),
Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (SPIF) dan jenis: pelaporan lannya
scsuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian
bimbingan di bidang sistem informasi dinas;

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pada Sub Koordinator
Perencanaan, EBEvaluasi, dan Pelaporan dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun  untuk bahan
laporan  dan kebijakan tindak lanjut;

o,  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan gebagni
wujud  akuntabilitas  dan transparansi pelaksanasn kegiatan;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsi unit kerjanya.

1.2. Bub Koordinator Keuangan mempunyai LUgas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Keuangarn
herdasarkan peraturan  perundang- undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektil
dan elisien;

¢, membagi tugas bawahan sesuat dengan jabatan dan kempetensinya serta
memberikan arshan baik secara lisan maupun tertulis puna
kelancaran pelaksanaan tugas;

4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkail batk
vertital maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e menelaah dan mengkaji peraturan  perundang- undangen sesuAl
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman  untuk melaksanakan
kegiaran,

{. menyiapkan bahan pPENYUSUNAD petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup  tugasnya guna
mendukung  kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g, menyiapkan bahan darn SArana administrasi keuangan dalam
rangka  pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan,

h., menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik ds
lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UFTD sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku,

i, menyiapkan bahan dan  mengoordinasikan  proses administrasi
keuangan melalui aplikasi gigtemn informasi untuk pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan pergturan perundang-undangan;

j. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di
bidang keuangan kepada pejabat pengelola  keuangan dan
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bendahara di lingkungan Dinas;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan
cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja  dengan
rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;

melaksanakan verifikasi terhadap berkas / dokumen pertanggungjawaban

keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari  kesalahan seria
memberikan koreksi penyempurnaan;

m, menviapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan

1.

o,

Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya;

menviapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemerilisaan
atay audit sesual dengan peraturan perundang-undangan,

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur
(SOP] kegiatan Sub Koordinator Keuangan;

melaksanskan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Koordinator
Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yvang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran
kerja pogawai dan  perilaku  kerja sesumi  ketentuan dalam  rangks
peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegatan kepada pimpinan sebagal
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian apar kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tupas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsi unit kerjanya.

2, Bidang Ketahanan Pangan

2.1. Sub Koeordinater Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai (Ugas :

.

menyusun  rencana  dan program  kegiatan Sub Keordinator
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya schagal
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berfalan efekul
dan efigien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik

vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisas dan harmonisasi pelaksanaan
TUEAS;

menelaah  dan  mengkaji  peraturan  perundang- undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunarn petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup  tugasnya guna
mendukung  kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan koordinasi di bidang ketersediaan dan
kerawanan pangan,

menyiapkan bahan pengkajian di bidang ketersediaan dan

kerawanan pangan;
menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan dan

kerawanan pangarl, ¢
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menviapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi, dan pelaporan
kegintan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;

melaksanakan analisis dan kajian ketersediaan pangan dacrah;
menyiapkan bahan dan  melaksanakan  pengkajian penyediaan
infrastruktur pangan;

menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan
Makanan [NBM);

menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan
[PPH} ketersediaan pangan;

menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi
ketersediaan pangan;

menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka
menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional [HBKN];

menyiapkan data dan informast Kerentanan dan kemahanan pangan
tingkat desa dan kelurahan;

menyiapkan bahan penyusunan darn analisis sistem kewaspadaan pangan
dan gizl;

menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangarn,

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur
(S0P kegiatan Sub Koordinator Ketersediaan dan  Kerawanan — Pangan
demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan kegiatan
Sub Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan  dengan  cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan  kegiatan kepada pimpinan sebags
wujud  akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lizan
manpun tertulis berdasarkan kajlan agar kegiatan berjalan lancar scria
untik menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsi unit kerjanya.

52 Sub Keordinator Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyal tugas:

=

=
n

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Distribust dan
Cadangan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
[ugas,

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan sgar pelaksanaan tugas berjalan efelktif
dan efizsien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansiterkait baik
vertikal maupun  horizental untuk mendapatkan informasi, mastkan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
menelaah dan  mengkaji peraturan  perundang- undangan sesLal
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai ingkup  tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan data dan informasi rantai pasck dan jaringan distribusi
pangan;

menviapkan bahan pengembangan kelembagaan dan usaha distribusi
pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
menyiapkan bahan penyusunan prognesa NEraca pangan,

melakukan penylapan pengumpulan data  harga pangan di tingkat
produsen dan konsumen untuk panel harga;

menyviapkan bahan penetapan harga minimum pangan lokal sesuai
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dengan ketentuan yang berlaku;

melakulan penyiapan penyediaan dan pengelolaan Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah  [CPPD) meliputi pangan pokok dan pangan pokok
lokal;

melakulkan penyiapan pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
([CPPD);

menyiapkan bahan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan
pangan masyvarakat untuk meningkatkan cadangan pangan masvarakat;
menyviapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur
(SOP) kegiatan pada Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan
demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub
Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

menvusun  laporan  pelaksanaan  kegiatan kepada pimpinan scbagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan,
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tertalis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar seria
untuk menphindari penyvimpangan; dan

melaksanakan tusas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsi unit kerjanya,

2.3. Sub HKoordinator Penganckarsgaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
mempuUnyai nigas:

B

menyusun  rencana dan  program  keglatan  Sub Koordinator
Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan
peraturan perundang- undangan dan hasil evaludg
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan ager pelaksansan tugas berjalan efektif
dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansiterkait bak
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
menelaah dan  mengkaji  peraturan  perundang- undangan sesuai
lingkup tugasnya schagal bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

menyiapkan bahan PenylUsSunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup  tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menviapkan bahan penghitungan angka konsumsi pangan per kapita per
tahun;

menyiapkan bahan penghitungan tingkat konsumsi energi dam protein
masyarakat per kapita per tahun;

melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (FPH| tingkat
konsumsi;

menviapkan bahan penvusunan peta pola konsumsi pangan;

menyiaplkan bahan pelaksanaan peNgawASAN pangan Segar yang
beredar;

menyiapkan bahan rekomendasi sertifikasi jaminan keamanan pangan
separ sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

menyiapkan bahan Jejaring Keamanan Pangan Dacrab [JKPD);
menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan
pangan;

_ menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergiz,

Seimbang dan Aman [B28A) berbasis sumber daya lokal;
menyviapkan bahan pelaksanaan gerakan Konsumsi pangan non beras
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dan nen terigu;

menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan
pangan keluarga;

menyiapkan bahan Kkerja sama antar lembaga pemerintah, swasta,
dan masvarakat dalam percepatan penganckaragaman pangan  berbasis
sumber dava lokal;

menylapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur
(SOP) kegiatan pada Sub Keordinator Penganckaragaman Konsumsi dan
Keamanan Pangan demi perbaikan kualitas pelayanan publik;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
Koordinator  Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
dengan cara mengukur pencapalan program kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran
kerja pegawai dan perilaku  kerja sesuai ketentuan dalam rangka
peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud
akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

menvampaikan saran dan pertimbangan lkepada pimpinan baik [lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyimpangarn; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungei.

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.1. Sub Koordinator Tanaman Pangan mempunyai tugas

d.

menyusun rencana dan program  kegiatan Sub Keerdinator Tanaman
Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun schelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkapan permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektil
dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi pelaksanaan tugas;

. menelash dan mengkaji peraturan  perundang- undangan sesual

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
komatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup  tugasnya guna
mendulung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan kebijakan produksi di bidang tanaman pangan;
menyiapkan bahan bahan rencana tanam dan produksi di bicang
lanaman pangan;

. menyusun PrOgEram dan pembinaan dalam peningkatan mutu

dan produksi di bidang tanaman pangan,;

melalukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dan pasca panen di
bidang lanaman pangan;

melaksanakan pengkajian, pengembangan, bimbingan analisa  usaha
tani bidang tanaman pangan;

melaksanakan pembinaan, penggunaan saprodi, benih tanaman  pangan
berdasarkan  peraturan perundang-undangarn,;

menyelenggarakan keglatan peningkatan sumber dava manusia
kelompok tani di bidang tanaman pangan;

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Proscdur

(SOP) kegiatan Sub Koordinator Tanaman Pangan demi perbaikan kualitas
pelayanan publik;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
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tenaman pangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lkepada pimpinan scbagal

wujud  akuntabilitas  dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan

maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsi unit kerjanya,

Sub Kpordinator Hortikultura mempunyal tugas :

=

1

1.

menyusun FEncansa dan program kegiatan Sub Koordinator
Hortikultura berdasarkan peraturan perundang- undengan dan hasil
evaluasi  kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tUIEHS;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektil dan
efisien:

melalksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun hoerizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
scria dalam rangka sinkronisasi  dan  harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah  dan  mengkaji  peraturan  perundang- undangan sesuai
lingleup tugasnya sebagal bahan atau pedoman untuk melaksanakan
keglatan,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan,
dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya gLITE mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyviapkan bahan kebijakan produksi di bidang hortikultura;

. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;

MEnyusun program dan pembinaan dalam peningkatan mutu
dan produksi di  bidang hortikultura;

melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dan pasca panen di
bidang hortilkultura,;

melaksanakan pengkajinn, pengembangan, bimbingan analisa usaha tan
bidang hortikultura;

melaksanakan pembinaan, penggunaan  saprodi, benih hortikultura
berdasarkan perafuran perundang-undangan,

menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia
kelompok tani di bidang horbikultuara;

menviapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur
(SOP] kegiatan Sub Koordinator Hortikultura demi perbaikan kualitas
pelayanan publik:

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegatan
Sub Koordinator Hortikultura dengan cara mengukur pencapaian program
kerja vang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindalk lanjut;
menyusun  laperan  pelaksanaan  kegiatan  kepada pimpinan sebagal
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lsan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar scria
untuk menghindari penyvimpangan,; dan

melaksanakan tupas kedinasan lain dari pimpinan scsuai dengan tugas
dan fungsi unit kerjanya.
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Sub Koordinator Perlindungan, Usaha, Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan
Hortikultura mempunyai tugas

i

_l;_r"
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menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinater Perlindungan,
Usaha, Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil ecvaluasi kegiatan tahun
sehelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas,

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanzan tugas berjalan efektif dan
gfisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal
maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, seria dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelash dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai hngkup
tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan
naskeh dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

menviapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pemasaran dan
perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura,

menyiapken bahan dan memfasilitasi pengendalian serangan Organisme
Penggangoy Tumbuhan (OPT);

menviapkan hahan dan melaksanakan pemantauan, pengamatan,
peramalan, dan inventarisasi Organisme Pengganggu Tumbuhan [OFT);
menyusun perkiraan kerugian akibat serangan Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT);

menyiapkan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan
penanggulangan bencana alam;

melaksanakan penyiapan kebutuhan alat dan mesin di bidang tanaman
pangan dan hortikultura;

melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pemeliharaan alat dan mesin cli
bidang tanaman pangan dan hortikultura;

menyiapkan bahan dan membuat rekomendasi pembelian bahan bakar jenis
tertentu untuk alat dan mesin pertanian di wilayah Daerah;

melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar tanaman
pangan dan hortikultura;

melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan
hortikultura;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pemasaran hasil di
bidang tanaman pangan dan hortilultura;

menyiapkan bahan pengendalian dampak lingkungan bidang tanaman
pangan dan hortikultura;

melakukan pelayanan informasi/pelaporan mengenail musim fiklim;
menvelenggarakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia kelompeok
tani di hidang perlindungan, usaha, dan pemasaran tanaman pangan dan
hortikultara;

menyiapkan bahan dan menyusun kenscp Btandar Operasional Prosedur
(SOP) kegiatan Sub Koordinator Perlindungan, Usaha, Alat dan Mesin
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Tanaman Pangan dan Hortikultura demi perbaikan kualitas pelayanan
publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi  pelaksanaan kegiatan Sub
Koordinator Perlindungan, Usaha, Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan
Hortikultura dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wiujud
akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatar;

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
meupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tuges kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsi unit kerjanya.

Bidang Perkebunan
Suhb Koerdinator Produksi Perkebunan mempunyai tugas :

da.

hi.

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Produlksi
Perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi keglatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan
ehsien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait batk
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah  dan  mengkaji  peraturan  perundang- undangan sesual
lingkup tugasnya scbagai bshan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan,
dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung
kelanearan pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan kebijakan produksi di bidang perkebunan;

menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;

menyusun program dan pembinaan dalam peningkatan mutu
dan produksi di bidang perkebunan;

melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;

melaksanakan pengkajian, pengembangan, bimbingan analisa usaha tan
bidang perkebunan;

melaksanakan pembinaan, penggunaan  saprodi, benih perke bunan
berdasarkan peraturan perundang-undangar;

menyclenggarakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia
kelompok tani di bidang produksi perkebunan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur
(SOP) kegiatan Sub Koordinator Produksi Perkebunan demi perbaikan
kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan  dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
Koordinator Produksi Perkebunan dengan cara mengukur pencapalan
program kerja yang telah disusun  untuk bahan laporan  dan
kebijakan tindak lanjut;

menyusun  laporan  pelaksanaan kegiatan kepads pimpinan sebagal

&4
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wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan batk lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar seria
untuk menghindari penyimpangan,; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan tugas
dan fungsi unit kerjanya.

Suh Koordinator Usaha, Pengolahan Hasil, dan Pomasaran mempunyai tugas

H.

3]

P:. I:,...

menyusun rencana  dan  program  kegiatan  Sub Keerdinator Usaha,
Pengolahan Hasil, dan Pemasaran berdasarkan peraturan
perundang-undangan  dan hasil cvaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan TIgas berjalan elektil dan
efigien,

melaksanakan koordinasi dan  konsultasi dengan instansiterkait  baik
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah  dan mengkaji  peraturan  perundang- undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kematan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan,
dan naskah dinas sesuai lingkup fUgasnva guna mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menviapkan bahsn pengembangan unit pengelahan hasil di bidang
perkebunan:

melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di  bidang
perkebunar,;

menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik
[CPPOB) dan pemberian  surat keterangan kelayakan pengalahan
[SKKP/SKP) di bidang perkebunan;

melakikan pelayanan dan pengembangan informasi pasar perkebunan;
melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan
pemasaran  hasil di bidang perkebunan;

. menvelenggarakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia kelompolk

tani;
menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur

(SOP] kegiatan Sub Koordinator Usaha, Pengolahan Hasil, dan Pemasaran
demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keglatan
Subk Koordinator Usaha, Pengolahan Hasil, dan Pemasaran dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal
wujud  akuntabilitas  dan transparansi pelaksanaan keglatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lsan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tuges kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan tgas

&
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dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Perlindungan, Alat dan Mesin Perkebunan mempunyai tugas :

a, menvusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Perlindungan,
Alat dan Mesin Perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

. menjabarkan perintah pimpinan melalu pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efelktif dan
efisien;

¢, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal
maupun herizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan 1gas;

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tcknis, petunjuk pelaksanaan, dan
naskah dinas sesual lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

{. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis di bidang
perliindungan tanaman perkebunan;

g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengendalian scrangan Organisme
Penggangeu Tumbuhan (OPT);

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pengamatan, peramalan
dan pengelolaan data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OFT);

i. menyviapkan bahan dan melaksanakan bimbingan/ sekolah lapang;

§, menyiapkan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan
penanggulangan bencana alam;

k., melaksanakan penanganan lahan marjinal di bidang perkebunan;

| melaksanakan penyiapan kebutuhan alat dan mesin di bidang perkebunan,

m. melakukan pembinaan pemanfsatan dan pemeliharaan alat dan mesin di
bidang perkebunan;

n. menyiapkan bahan pengendalian dampak lingkungan bidang perkchunarn;

o, menvelenggarakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia kelompok
tani di bidang perlindungan, alat dan mesin perkebunan;

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Opcrasional Prosedur
S0P} kegiatan Sub Koordinator Perlindungan, Alat dan Mesin Perkebunan
demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sub Koordinator
Perlindungan, Alat dan Mesin Perkebunan dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

r. menyvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud
akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

5. menvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

. mclaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan 1Lgas clan
[ungsi unit kerjanya. »
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Bidang Peternalkan dan Kesehatan Hewan

Sub Koordinator Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan
schagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan  Kesehatan Hewan dalam
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, (asilitasi, evaluasi, dan peclaporan
kegiatan di bidang produksi peternakan, yang mempunyai rincian tugas:

&, menyvusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinater Produksi
Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan
efizien;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait balk
vertilkal maupun horizontal untuk  mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi pelaksanaan fugas;

e, menelaah dan mengkaji peraturan  perundang- undangan sesual
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

f, menviapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan,
dan naskah dinas sesua: lingkup tugasnya guna mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pelatihan dalam ranghksa
peningkatan sumber daya manusia di bidang produksi peternakan,

h. menyviapkan bahan kebijakan di bidang produksi peternakan;

i, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit,pakan, dan
produksi di bidang peternakan;

i. menyiapkan bahan penycdigan dan peredaran pakan, benih S hibit
ternak, den hijauan pakan ternak;

k. menviapkan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan
pakan ternak [HPT);

|. menyviapkan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih /bibit HPT;

m. menyiapkan bahan pengujian benih/bibit HPT,

n. menviapkan bahan pensclolaan sumber daya genetik hewan melalui faminan
kemurnian dan kelestarian;

0. melakukan pemberian pembinaan dan bimbingan peningkatan produksi
ternalk;

p. menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber dava manusia
kelompok tani di bidang produksi peternakan;

q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur
(S0P kegiatan Sub Koordinator Produksi Peternakan demi perbaikan
kualitas pelayanan publik;

r.  melaksanakan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Sub Koordinator Produksi Peternakan dengan cara mengukur pencapaian
program kerja vang telah disusun  untuk bahan laporan  dan
kebijakan tindak lanjut;

5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sehagal wujud
akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

U, menyampaikan saren dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulls berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar seria
uniuk menghindarl penvimpangan; dan

v, melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsi unit kerjanya.
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Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteniner
mempunyal tugas
a, menyusun rencana dan program kegiatan Kesehatan Hewan dan Keschatan

masyarakat Veteriner berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya scbagal pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan
efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan  mengkaji  peraturan  perundang- undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan,
dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menviapkan bahan pengawasan peredaran dan mutu obat hewsar;

menyiapkan bahan pengamatar, penyidikarn, pencegahan dan
pemberantasan penyakit hewan;

menyiapkan bahan peretapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan
penerbitan sertifikasi kesehatan hewan dan produk hewan yang keluar
masuk wilayah kabupaten;

melakukan fasilitasi dan pengawasan unit pelayanan kesehatan hewan,
operasional RPH/RPU dan unit usaha pemotongan hewan;

menyiapkan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan dacrah
wabah penyakit hewan menular;

menyiapkan bahan penerbitan izin /rekomendasi vang berkaitan
dengan keschalan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

. menyiapkan bahan penyusunan peta wabah dan penyakit hewan;

melakukan pengawasan terhadap  higiene dan sanitasi, keamanan
dan mutu produk hewan, penerapan standar teknis minimal usaha
produk hewan;

melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis;
melakukan pengawasan pencrapan kesejahteraan hewan;

menyiapkan  bahan  rekomendasi  teknis  hasil penilaian dokumen
aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan hewan dan produle hewan;

menyiapkan bahan penanganan bencana alam;

menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia
kelompok tani di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakal
veteriner;

menviapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Proscdur
(SOP)  kegiatan Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
Koordinator Keschatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusuan  laperan  pelaksanaan  kegiatan  kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatarn,; 4
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menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serla
untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsi unit Kerjanya.

Sub Eoordinator Usaha, Alat dan Mesin Peternakan mempunyal tugas:

=

e

.
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menyusun rencana dan program  kegiatan Sub Koordinator Usaha, Alat
dan Mesin Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

hasil evaluasi kegiaten tahun  sebelumnya sebagai  pedoman pelaksanaan
tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektl dan
efizien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka  sinkronisasi dan  harmonisas:
pelaksanaan tugas;

menclaah  dan  mengkaji  peraluran perundang- undangan scsual
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan,

menviapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan,
dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan inventarisasi alat dan mesin bidang pelernakan
sesuai  dengan  standar operasional prosedur yang telah ditetaplkan;

. melaksanakan penycbarluasan informasi pasar komoditas peternakan;

melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan
dalam rangka penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan

menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perijinan usaha di bidang
perernakan;

melaksanakan pementauan dan pengawasan izin usaha peternakan,
fasilitasi pengelolaan dan pengawasan pasar hewan gerta
penampungan lernak;

melaksanakan bimbingan pengolahan pasca panen hasil peternakan;

melaksanakan bimbingan dan pengawasan penggunaan alat,
mesin peternakan;

melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha peternakan;

menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber daye manusla
kelompok tani di bidang usaha, dan alat mesin peternakan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Proscdur
[SOF) kegiatan Sub Koordinator Usaha, Alat dan Mesin Peternaken demi
perbailkan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Sub Koordinator Usaha, Alat dan Mesin Peternakan dengan cara
mengukur  pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan keglatan kepada pimpinan schagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegatan,
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menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik l=an
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan scsuai dengan tugas dan
fungsi unit kerjanya.

6. Bidang Sarana dan Prasarana

5.l

S11b Koordinator Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan mempunyai fugas:

a.

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Pupuk,
Pestizsida, dan Pembiayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya scbagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan
efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansiterkait Dbaik
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi  dan  harmonisasi pelaksanaan tugas,

menelanh  dan  mengkaji  peraturan  perundang- undangan sesual
lingkup tugasnya secbagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan,

dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyinpkan  bahan  kebijakan di  bidang pupuk, pestisida dan
pembiayaan;

melakukan perencanaan kebutuhan pupuk dan atau pestisida tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;

melakukan pengawasan terhadap peredaran, penyediaan,
penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan peternakan;

melakukan pengkajian dan bimbingan terhadap pencrapan standar

mutu pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan;

melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan
investasi pertanian,

melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian,
menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia
kelompok tani di bidang pupuk, pestisida dan pembiayaan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar COperasional Prosedur
(SOP) kegiatan Sub Koordinator Pupuk, Pestizide, dan Pembiayaan demi
perbaikan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  kegiatan Sub
Koordinator Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan dengan cara mengukur

pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

menyusun  laporan  pelaksanaan  kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan,

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar seria
untuk menghindari penyimpangan; dan
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melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsi unit kerjanya.

6.2, Sub Koordinator Lahan mempunyal tugas:

a

m

ks

menyusun rencana dan program  kegiatan  Sub Koordinator Lahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan périntah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif
dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masulkan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisas:
pelaksanaan MIgES;

menelaah  dan  mengkaji  peraturan  perundang- undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunarn petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup  tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksansan kegiatan;

menyiapkan bahan kebijakan keglatan di bidang pengelolaan lahan;

melaksanakan pembangunan jalan produksi dan jalan usaha tani guna
mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;

melaksanakan pembinaan, pergawasarn dan perlindungan
terhadap lahan pertanian;

memberikan pertimbangan teknis penggunaan lahan pertanian;

melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi,
konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;

menviapkan bahan rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian
lahan pertanian;

m. menyiapkan bahan pengembangan tata guna lahan pertanian;

I

p.

menvelenggarakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia
kelompok tani di bidang pengelolaan lahan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur

(SOP) kegiatan Sub Koordinator Lahan demi perbaikan kualitas pelayanan
publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Sub Koordinator Lahan dengan cara mengukur pencapsian program
kerja vang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar seria

untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsi unit kerjanya.

6.3. Sub Koordinator Irigasi mempunyai:

.

menyusun rencana dan  program  kegiatan Sub Koordmator Irigasi
herdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
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tahun sebelumnya schagai pedoman pelaksanaan tugas,

merjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif
dan efisien;

melaksanalkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masulkan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
Lugas;

menelaah  dan  mengkaji  peraturan  perundang- undangan sesual
linglup tugasnya scbagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kaegiatan;

menyispkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya guna mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan kebijakan di bidang pengelolaan irigasi pertanian;
menviapkan bahan pembangunan J/rehabilitasi jaringan irigasi pertanian;
menyiapkan bahan pembangunan/rehabilitasi sumber air,

melakukan pelayanan informasi/pelaporan mengenai musim/iklimg
melakukan penyusunan database jaringan irigasi tersier;

menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan kelembapgaan pemakal air;
menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia
kelompaolk tani di bidang irigasi;

menviapkan bahan dan menyusun konsep Standar COperasional Prosedur
(S0P kegiatan Sub Koordinator Irigasi demi perbaikan kualitas pelayanan
publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
Koordinator Iripasi dengan cara meéngulur pencapaian program kerja
vang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
menyusun laporan  pelaksanaan  kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan,
menvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik hsan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar seria
untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengamn 1LEas
dan fungsi unit kerjanya,

BUPATI KENDAL,
Cap tid

DICO M GANINDUTO
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